
berusia sekitar 5 tahun

terjepit di dalam mobil

tersebut. 

Pihak kepolisian diban-

tu masyarakat terus

berusaha menolong me-

ngeluarkan korban yang

diinfus dari jepitan.

Bahkan, alat berat ekska-

vator didatangkan dalam

upaya penyelamatan.

"Dua korban akibat musi-

bah itu dipastikan telah

meninggal dunia dan se-

orang dalam kondisi ter-

jepit  masih hidup,"

ungkap Kasatlantas

Polrestabes Semarang

AKBP Yunaldi di lokasi

kejadian. 

Mengenai penyebab ke-

celakaan maut yang

menyumbat Jalan Dr

Hamka Ngaliyan, menu-

rut Yunaldi masih dalam

pengusutan. Namun, dari

dugaan sementara dump

truk yang melaju dari

arah utara mengalami

rem blong. Sebelum tergu-

ling dan menimpa mobil

Agya di jalan depan Bank

Mandiri telah membentur

beberapa mobil lain. 

Sementara warga

menyebutkan di sekitar

lokasi kejadian sering ter-

jadi kecelakaan serupa

gara-gara kendaraan,

seperti truk dari atas

mengalami rem blong.

Kasus kecelakaan maut

tersebut masih diusut Sat

Lantas Polrestabes Sema-

rang. (Cry) -d

untuk bekerja dan menjalankan

tugas dengan sebaik-baiknya su-

paya penghitungan tersebut bisa

cepat diselesaikan. 

Dengan demikian proses

penyalahgunaan TKD bisa diusut

secara tuntas. Dengan begitu

penyalahgunaan TKD yang bisa

mengakibatkan terjadinya keru-

gian bisa diantisipasi sejak awal.

"Saya berharap kasus dugaan

penyalahgunaan Tanah Kas Desa

bisa dijadikan pelajaran berharga

bagi semua pihak. Untuk itu saya

ingatkan agar masyarakat me-

manfaatkan Tanah Kas Desa se-

suai peruntukannya. Apabila

ditemui penyimpangan terkait

pemanfaatan TKD, mereka yang

terlibat berpotensi menerima

konsekuensi secara hukum," je-

lasnya.

Inspektorat melakukan perhi-

tungan terhadap tiga lokasi

penyalahgunaan TKD, yakni

D'Junas di Maguwoharjo, Depok,

Kafe Bawah Langit di Mino-

martani, Kalasan dan perumahan

di Condongcatur, Depok, Sleman. 

(Ria)-f

Alasan Megawati, ekspor pasir

laut dapat merusak lingkungan

dan ekologi laut, serta berpotensi

menenggelamkan sejumlah pulau

yang membahayakan rakyat di se-

kitar pesisir pantai.

Pembukaan kembali keran ek-

spor pasir laut mengindikasikan

bahwa Presiden Jokowi lebih men-

gendepankan perubahan peratu-

ran ketimbang melanjutkan legasi

Presiden Megawati. Izin ekspor

pasir laut yang dikeluarkan

mendekati pelaksanaan pemilihan

umum (pemilu) menimbulkan

dugaan bahwa belaid itu dimak-

sudkan sebagai salah satu upaya

untuk mengumpulkan dana

pemilu. Kalau kebijakan ekspor

pasir laut dimaksudkan untuk

menambah pendapatan negara,

barangkali tidak tepat. Pasalnya,

Kementerian Keuangan mengaku

selama ini menerima penerimaan

negara yang kecil dari hasil ekspor

laut, termasuk pasir laut. 

Kalau menggunakan cost-and-

benefit analysis, biaya yang dikelu-

arkan untuk ekspor pasir laut jauh

lebih besar ketimbang manfaat

yang diperoleh, sehingga ekspor

pasir laut tidak layak. Biaya yang

diperhitungkan tersebut termasuk

kerugian yang ditimbulkan akibat

kerusakan lingkungan  dan ekolo-

gi. Serta potensi tenggelamnya se-

jumlah  pulau yang mengancam

rakyat di sekitar pesisir laut, ter-

masuk nelayan yang tidak dapat

lagi melaut. Sedangkan pendapat-

an yang berupa perolehan devisa,

royalty dan pajak relatif sangat

kecil jumlahnya lantaran harga

per metrik kubik pasir laut amat

kecil. Dalam kondisi tersebut,

pengusaha yang mendapat izin ek-

spor akan meningkatkan produksi

dengan mengeduk pasir laut se-

cara besar-besaran agar memper-

oleh keuntungan sebesar-be-

sarnya,

Pengedukan pasir laut secara

besar-besaran itulah yang memicu

dampak  buruk terhadap kerusak-

an lingkungan dan ekologi laut.

Serta menyebabkan tenggelamnya

pulau yang membahayakan bagi

rakyat di pesisir pantai. Para

pengusaha tentunya tidak akan

berhenti mengeduk pasir laut pa-

da batas sedimentasi selama keun-

tungan besar belum diraihnya. 

Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi Luhut

Binsar Pandjaitan mengatakan

bahwa pengerukan pasir laut tidak

merusak lingkungan. Pasalnya,

Pemerintah akan melakukan peng-

awasan ketat yang menggunakan

global positioning system (GPS).

Namun, siapa yang bisa menjamin

bahwa pengerukan pasir laut sesuai

dengan aturan PP ditetapkan

hanya pada batas sedimentasi laut?

Selama ini, tata kelola pengawasan

terhadap eksploitasi dan eksplorasi

kekayaan alam amat lemah, se-

hingga tidak ada jaminan peng-

awasan akan efektif pada

pengerukan pasir laut.

Sungguh sangat ironis. Kalau

pengedukan pasir laut itu menye-

babkan tenggelamnya sejumlah

pulau yang mengerutkan daratan

wilayah Indonesia. Sedangkan

wilayah daratan Singapura akan

semakin meluas sebagai hasil

reklamasi yang ditimbun dari

pasir laut Indonesia. Kalau ini ter-

jadi, tidak bisa dihindari akan

mempengaruhi batas wilayah

perairan antara Indonesia dan

Singapura. Menteri Kelautan dan

Perikanan Sakti Wahyu

Trenggono mengatakan bahwa

Indonesia tidak akan menjual ne-

gara dengan mengekspor pasir

laut. Namun, faktanya ekspor

pasir laut sebenarnya menjual

tanah-air, yang secara filosofi

merepresentasikan negara

Presiden Jokowi mestinya me-

lanjutkan legasi Presiden Mega-

wati untuk melarang izin ekspor

pasir laut, bukan malah mengizin-

kannya.  Alasannya, ekspor pasir

laut  akan merusak lingkungan

dan ekologi laut, dan berpotensi

menenggelamkan pulau-pulau. Ini

tidak hanya menyengsarakan rak-

yat, tetapi juga mengerutkan

wilayah daratan Indonesia.

Jangan sampai Indonesia mengek-

spor tanah air hanya untuk meme-

nuhi kepentingan sesaat dengan

biaya yang amat besar.

(Penulis adalah Dosen Departe-

men Ekonomika dan  Bisnis Seko-

lah Vokasi UGM dan Pengurus

ISEI Yogyakarta)-d
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TINDAKLANJUTI LAPORAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Bareskrim Layangkan Panggilan ke Erwin Aksa
JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak

Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim

Polri menindaklanjuti laporan polisi yang

dilayangkan Wakil Ketua Umum Partai

Golkar Erwin Aksa terhadap Ketua Majelis

Pertimbangan PPP M Romahurmuziy ter-

kait dugaan pencemaran nama baik de-

ngan meminta klarifikasi pelapor. Penyidik

Dittipidsiber Bareskrim Polri telah me-

manggil pelapor yakni Erwin Aksa untuk

dimintai klarifikasi, namun yang bersang-

kutan tidak hadir.

"Telah membuat undangan interview un-

tuk memberikan keterangan pada hari

Selasa (6/6) kemarin, namun Saudara EA

(Erwin Aksa) belum hadir untuk memenuhi

undangan tersebut," ungkap Kepala Biro

Penerangan Masyarakat (Karopenmas)

DivHumas Polri Brigjen Pol Ahmad

Ramadhan di Jakarta, Rabu (7/6).

Ramadhan menjelaskan, surat panggilan

itu dikeluarkan pada Kamis (1/6) setelah

Dittipidsiber Bareskrim Polri membuat

Surat Perintah Lidik Nomor: SP.Lidik/407/

V/RES.1.14/2023/Dittipidsiber dan telah

membuat Surat Perintah Penugasan No-

mor: SP.Gas/408/V/RES.1.14/2023/ Dittipid-

siber. Namun Erwin Aksa tidak hadir tanpa

memberikan keterangan kepada penyidik,

termasuk penasihat hukumnya.

Untuk itu, kata Ramadhan, penyidik

mengagendakan kembali pemanggilan

Erwin Aksa untuk dimintai keterangan

pekan depan. "Tentunya Penyidik

Dittipidsiber merencanakan kembali akan

mengundang Saudara EA minggu depan,"

ujarnya.

Erwin Aksa melaporkan M Romahur-

murziy alias Rommy ke Bareskrim Polri pa-

da tanggal 8 Mei terkait dugaan pence-

maran nama baik melalui media elektronik.

Laporan tersebut teregister dengan Nomor:

LP/B/90/V/2023/SPKT/BARESKRIM/POL-

RI. Erwin Aksa melaporkan Rommy terkait

pernyataan kolega politiknya di tayangan

YouTube yang mengatakan dirinya seorang

penipu, bodong, dan pelaku. Hal itu diang-

gap telah mencemarkan nama baiknya se-

laku pengusaha yang mementingkan ke-

percayaan. (Ant)-f

JAKARTA (KR) - Presiden Jokowi me-

ngatakan, Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud

MD saat ini masih mengkaji dan menelaah

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ter-

kait perpanjangan masa jabatan pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

menjadi lima tahun dari empat tahun.

Untuk itu, publik diminta menunggu hasil

kajian dan telaah dari Menko Polhukam

terkait putusan MK yang memperpanjang

masa jabatan pimpinan KPK tersebut.

"Masih dalam kajian dan telaah dari

Menko Polhukam. Ditunggu saja," kata

Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma

Jakarta, Rabu (7/6).

Pada Kamis (25/5), Majelis Konstitusi

yang dipimpin Hakim Konstitusi Anwar

Usman menyatakan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang semula berbunyi, "Pimpinan

KPK memegang jabatan selama empat

tahun" bertentangan dengan UUD 1945 se-

hingga pasal tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah me-

nyatakan bahwa ketentuan masa jabatan

pimpinan KPK selama empat tahun tidak

saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak

adil jika dibandingkan dengan komisi dan

lembaga independen lainnya. Masa jabatan

pimpinan KPK selama lima tahun dinilai

jauh lebih bermanfaat dan efisien jika dis-

esuaikan dengan komisi independen lain-

nya.

Selain itu, Hakim Konstitusi Arief

Hidayat menyatakan bahwa masa jabatan

empat tahun memungkinkan presiden dan

DPR yang sama melakukan penilaian ter-

hadap KPK sebanyak dua kali. Penilaian

dua kali terhadap KPK tersebut disebut da-

pat mengancam independensi KPK.

Karenanya, kewenangan presiden mau-

pun DPR untuk dapat melakukan seleksi

atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak

dua kali dalam masa jabatannya dapat

memberikan beban psikologis dan bentu-

ran kepentingan terhadap pimpinan KPK

yang hendak mendaftarkan diri untuk

mengikuti seleksi calon pimpinan KPK

berikutnya. MK menilai penting untuk

menyamakan ketentuan tentang periode

jabatan lembaga negara yang bersifat inde-

penden, yaitu lima tahun.                   (Ant)-d

SOAL MASA JABATAN PIMPINAN KPK

Menko Polhukam Masih Lakukan Kajian 
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KASUS PERDAGANGAN MANUSIA: Personel Kepolisian berjaga di samping tersangka AI (35) saat rilis ka-

sus perdagangan manusia di Polres Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (7/6/2023). Satreskrim Polres Pemalang

berhasil menangkap tersangka perdagangan manusia yang seorang direktur utama salah satu perusahaan

calon tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri, dengan korban 447 orang menggunakan modus mencari

pekerja bergaji tinggi.


